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_BUPATI BONE

Menimbang

KEPUTUSAN BUPAT! BONE
- NOMOR 395 TAHUN 2012

TENTANG
PEMBENTUKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAIMA NEGERI
SATU ATAP 3 BENGC

BUFATI BONE,

. a.wmmmsmmmummm Sekolah

Menengah Perlama Nomor G91/C3/KP/2013 tanggal 23 Apri 2013,
mw&m?m“awcmdwsmmps
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b. bahwa untuk menunjang Peleksanaan wajid belajar Pendidikan Datar 9
(Sembilan) Tahun dar meningkatkan daya tampung bagl lulusan  Seolah
mdww.mmwmummpmn
Negeri Satu Atap 3 Beng”!

¢ bahwa berdasarkan Pertimbangan Ssbagain ana dimaksud dalem hurf a
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1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 195¢ tentang Pembentukan Dezerah-
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National (LN Tahun 2003 Homor 78, TLN Nomor 4301);
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3.umummaztmmmmmowm
(Lembaran Negara Republk Indonesa Tahun Nomor 125_. Tamtahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor . sebagaimana telah
diubah beberape kali terskhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan kedua atas Undar, Nomor 32 “ahun

Indunesia Tahun Nomor 4844),

4. Undang-Undang Noror 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan ceuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pamerintshun Daerab (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2004 Ncmor 126; Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4433),

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 ientang Pembentukan Peraiuran
! (Lembaran Negara Republik Indonesia Tzhun 2004
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 5234);

6 Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan
Pemerintahan antara Pemerintah !'amerintahan Daerah Propins, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/ota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tembahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4734),

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian




8. Peraturan Pemenntat, Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengeiciaar aan
P«Wmmmmmw:hm
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g 2010) sebagaimane telah diubah dengan Pereturan Pemerintah Nomor 68

3 Tahun 2010 tentang Perubahan stas Persturan Pemerintah Nomor 17

Tahun 2010 tertang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ( L1

Tahun 2019 Nemor 112, TLN Nomor 5157} 1

MEMUTUSKAN :
Menetapkan
KESATU - Membentuk Sekolah Menengarn Peiterna Negen Satu Atap 3 Bengo di
Kecamatian Bengo Xabupater Sone.
KEDUA . Lokasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adaiah SDN
No. 145 Mattiro Walie Kecamatan Benao Kabupaten Bone.
KETIGA : Segala Biaya timbul akibai diterbitkannya Keputusan ini Gibepankan
pada Nww Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun
Anggaran 2013.
KKEMPAT : Keputusan ini mulai beraku pada tanggal dietapkan dengan ketentuan
bahwa apabils di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya
akan diadakan perbaikan sebagaimana h
Diterapkan di watampone

pada tanggal 3 -19 2013

BUPATI BONE,

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negera di Jakarta | 7

2. Menteri dalam Negeri di Jakaria

3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangen di Jakerta

4. Kepala Badan Kepegawaian di Jakartu

5. Sekretaris Jenderal Direktur Jenderal inspektur Je,ideral dan kepala Badan Penelitiay dan
Pengembangan di pendidikan dan kebudayaan dalam lingkungan Departamen pand'dikan
Nasional di Jakarta.

6. Sekretars, Direktur Jenderal Sekretaris Jenderal Sekretaris inspextorat Jendera dan
Sekretaris Kepala Badan Penelitian Dan pengembangan pendidikan dan Kebudayaan
dalam Lingkungan Departemen pendidikan Nasional di Jakarta

* 7. Para Kepala Biro, Direktur Kepala Pusat dan Dwekiur tama PT. (Persero) Balar Pustaka
Daiam Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional di Jakata.

8. Direkrut Jenderal Anggaran Departeman Keuangan di Jakana.

9. Direkrut Perbendaharaan dan Belanja Negara di Jat arta

10. Komisi VI DPR-RI di Jakarta

11. Gubernur Sulawesi Sefatan di Makassar.

12. Ketua DPRD Propinsi Sulawesi Selatan ol Makassar

13. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar

14. Kepala Kantor Perbendaharaan dan kas Negara Propuisi Sulawesi Selawan di Makassar




